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Berbagai macam satwa endemik di Indonesia saat ini sedang menajadi sasaran empuk 

bagi para pemburu dan pedagang satwa liar illegal. Dampak dari pendemi ini membuat 

beberapa masyarakat tergiur dengan keuntungan yang diperoleh dari bisnis illegal ini, yang 

nantinya akan berdampak pada kepunahan satwa tersebut di ekosistemnya. International 

Animal Rescue (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara gelobal 

menempati posisi kedua setelah narkotika, Banyaknya public figur dan pejabat negara yang 

secara terang memelihara satwa liar membuat banyak masyarakat biasa juga ikut ingin 

memeliharanya namun masyarakat kurang paham dengan bagaimana cara mendapatkan satwa 

liar tersebut sehingga memilih dengan cara membeli dari pemburu dan pedagang satwa liar 

secara ilegal, selain mendapatkannya secara illegal masyarakat pun masih belum cukup ilmu 

tentang bagaimana cara untuk mensejahterakan satwa liar yang dipeliharanya sehingga satwa 

yang dipelihara pun menjadi tidak terurus bahkan berakhir pada kematian. Hal ini dapat 

mempercepat kepunahan pada satwa liar yang dimiliki Indonesia.  

Berdasarkan  llatar  lbelakang  ltersebut  lmaka  ldidapatkan  ldua  lrumusan  lyaitu  

lbagaimana  lsanksi  lhukum  ldalam  lmelindungi  lsatwa  lliar  ldilindungi  ldi  lIndonesia  

ldan  lbagaimana  limplikasi  ldari  lmuatan  lsanksi  lterhadap  lpelaku  lperburuan  ldan  

lperdagangan  lsatwa  lliar  ldilindungi 

Penelitian  lini  lmenggunakan  lpenelitian  lhukum  lnormatif,  lyang  lbersifat  

lprespektif,  lyang  lbersumber  lpada  lbahan  lhukum  lsekunder,  lpermier  ldan  ltersier.  lDari  

lpenelitian  lini  lmaka  ldiperoleh  lhasil  lbahwa  lsanksi  lhukum  lbagi  lpelaku  lperburuan  

ldan  lperdagangan  lsatwa  lliar  ldi  latur  ldidalam  lUndang-Undang  lNomor  l5  ltahun  

l1990  ltentang  lKonservasi  lSumber  lDaya  lAlam  lHayati  ldan  lEkosistemnya  lyang  

lmemberikan  ljumlah  lhukuman  lbagi  lpelaku  lyaitu  l5  ltahun  lpenjara  ldan  ldenda  

lRp100  ljuta  lrupiah  ldirasa  lkurang  ltegas  ldan  ltidak  lmemberikan  lefek  ljera  lterhadap  



lpara  lpelaku,  lhal  lini  lkarena  lsanksi  lyang  ldiberikan  ltidak  lsesuai  ldengan  lkeuntungan  

lyang  ldi  ldapat  loleh  lpelaku  ldan  lsanksi  lyang  ldiberikan  ldirasa  lsudah  ltidak  lrelevan  

ldi  lmasa  lsekarang 
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